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Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan PNS yang 
Diajukan Oleh Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu 
yang Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw).” ini merupakan hasil 
penelitian perpustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Apa dasar pertimbangan 
hukum hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh kepala 
KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso (putusan perkara No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw). 
Bagaimana analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan oleh kepala KUA 
kepada Pengadilan Agama Bondowoso (putusan perkara No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw). 
 Dari rumusan masalah di atas teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan 
wawancara. Selanjutnya data tersebut dianalisis penulis menggunakan metode diskriptif analisis. 
Metode deskriptif analisis ini menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul 
dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pembahasan yang berasal dari ketentuan 
yang bersifat mengarah pada proses berpikir yang bertolak dari suatu proposisi baru yang 
membentuk suatu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun fakta, tetapi tidak 
melakukan pengujian hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. 
Hasil penelitian bahwa putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw terhadap pembatalan 
perkawinan PNS yang diajukan oleh kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena 
pernikahan palsu yang direncanakan adalah kurang tepat. Dalam perkara ini majelis hakim 
berpendapat bahwa kedua termohon telah merencanakan pemalsuan identitas status perkawinan, 
sehingga perkawinan tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (2) 
Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan pembatalan pernikahan. Seharusnya dalam putusan 
No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw majelis hakim menggunakan Pasal 22 karena dalam pasal tersebut 
menjelaskan perkawinan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. 
Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan kepada majelis hakim lebih teliti dalam 
menggunakan pasal dalam memutuskan suatu perkara, dan juga kepada kepala KUA agar lebih 
cermat dalam mengamati berkas pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan agar tidak 
terulang kembali kesalahan yang sama. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. 
Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki 
dengan seorang wanita.1 Islam mensyari’atkan perkawinan tidaklah semata-
mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi 
perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan media yang paling cocok 
antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis 
manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.2  
Selain itu, perkawinan bagi manusia adalah sesuatu hal yang sakral 
dalam pelaksanaannya dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tidak 
terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat Islam. Orang yang 
melangsungkan pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu 
birahinya, melainkan juga untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap 
saling menyayangi antara suami dan isteri dengan landasan cinta kasih yang 
mendalam. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan 
naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam 
                                                          
1 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana 2010), 
99. 
2 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 53. 

































rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-
Nya.3  
Berdasarkan firman Allah SWT seperti yang tertuang pada surat Ar-
Rum ayat 21: 
ْنِمَو  ِهِتاَيآ  نَأ  َقَلَخ  ْمُكَل ْنِم  ْمُكِسُفْنَأ اًجاَوْزَأ اوُنُكْسَتِل اَهْيَلِإ َو َلَعَج ْمُكَنْيَب ًةَّ دَوَم  ًةَمْحَرَو  
 َّنِإ يِف َٰذ َكِل ٍتاَيآَل  مْوَقِل َنوُرَّ كَفَتَي 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”4 
 
Begitu pentingnya makna dari tujuan perkawinan, oleh karena itu syarat 
dan rukun perkawinan harus terpenuhi.  Seperti yang termuat pada pasal 6-12 
UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta pada pasal 14-18 Kompilasi 
Hukum Islam. Adapun jika tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat 
perkawinan maka perkawinan itu dinyatakan fasakh atau batal. 
Maksud dari fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan 
hubungan antara suami istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya 
syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang datang 
kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.5 
Selain itu, pembatalan perkawinan adalah sebagai salah satu upaya 
pemutusan hubungan perkawinan yang menjadi wewenang dan tanggung 
                                                          
3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UI Press, 2000), 86. 
4 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah (Semarang: CV. Penerbit JART), 406. 
5 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2009), 195-196 

































jawab badan peradilan, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya 
menyangkut suami istri saja, tetapi juga termasuk keturunan dan pembagian 
harta kekayaan hasil perkawinan. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan 
ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan itu dahulunya 
dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal 
suami istri yang bersangkutan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi 
tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut.6 
Disamping sebagai upaya badan peradilan, pembatalan perkawinan 
merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan 
perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah no legal force or declared 
void. Sesuatu yang dinyatakan no legal force : maka keadaan itu dianggap 
tidak pernah ada, oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan 
perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.7 
Adapun undang-undang yang mengatur didalamnya Pasal 22 UU Nomor 
1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila 
para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” 
Penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa 
tidak batal, bilamana menurut ketentuan agamanya masing-masing tidak 
menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah 
                                                          
6 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 52. 
7 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia (Medan: CV. Zahir Tranding Co, 1978), 71. 

































terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap 
aturan-aturan tertentu.8 
Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai perkawinan yang  
dapat dibatalkan sebagaimana yang termuat dalam UU Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 22 UU Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dapat dibatalkannya perkawinan dengan 
alasan yaitu, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” 
Sedangkan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dapat dibatalkannya 
perkawinan karena : 
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 
istri pria yang mafqud. 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami yang 
lain. 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 
ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 
tidak berhak. 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 
 
Salah satu alasan yang yang dapat dibatalkannya perkawinan adalah 
ketika seorang suami melakukan poligami tanpa izin, hal ini terjadi 
dikehidupan masyarakat, apalagi jika seorang suami berstatus sebagai 
pegawai negeri sipil yang diharuskan mematuhi aturan yang termuat dalam 
peraturan pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai 
Negeri Sipil Nomor 10 Tahun 1983. Dalam hal ini dijelaskan pada pasal 4 ayat 
                                                          
8 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal Center 
Publishing, 2002), 25. 

































(1) bahwa pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib 
memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Begitu rumitnya proses 
administrasi yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu 
beberapa PNS yang hendak melakukan poligami mengambil jalan pintas 
melalui cara yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 
1983 diantaranya  adalah pemalsuan identitas. 
Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Bondowoso yang tertuang 
dalam putusan Nomor 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw dimana dalam perkara 
tesebut diuraikan tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan 
identitas dalam perkawinan PNS, bahwa selama pernikahan Termohon I dan 
Termohon II telah merencanakan pernikahan dengan memalsukan identitas 
status dan juga mengelabuhi petugas pencatatan nikah. Setelah satu tahun 
berselang hal ini diketahui Kepala KUA Bondowoso oleh karena itu  Kepala 
KUA Bondowoso mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Bondowoso 
dengan maksud agar status perkawinan suami yang disebut sebagai Termohon 
I dengan Istri yang disebut sebagai Termohon II dibatalkan dan sesuai Pasal 
27 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres 
nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk 
mengangkat judul dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap 
Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada 
Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan 
(Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw).” 

































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah 
dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi 
kan sebagai berikut: 
1. Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam  
2. Putusan hakim Pengadilan Agama Bondowoso No. 
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. 
3. Faktor-faktor yang menjadi ijtihad Hakim dalam menetapkan putusan 
pembatalan perkawinan yang diajukan oleh kepala KUA dalam perkara 
No.0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. 
4. Pertimbangan hakim terhadap Putusan PA Bondowoso No 
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw terhadap pembatalan perkawinan pegawai 
negeri sipil karena pernikahan palsu yang direncanakan. 
5. Analisis yuridis terhadap perkara No 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. 
Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan membatasi 
masalah yang akan dikaji sebagai berikut: 
1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara 
pembatalan perkawinan yang diajukan oleh kepala KUA Kepada 
Pengadilan Agama Bondowoso (putusan perkara No. 
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw). 
2. Analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan oleh 
kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso (putusan perkara No 
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw). 

































C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti 
bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara 
pembatalan perkawinan yang diajukan oleh kepala KUA Kepada 
Pengadilan Agama Bondowoso (putusan perkara No. 
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw) ? 
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan yang 
diajukan oleh kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso 
(putusan perkara No 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw) ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan 
atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.9 Adapun penelitian 
terdahulu yang bersangkutan dengan penilitian ini, diantaranya : 
1. Pada penelitian yang pertama yang dilakukan oleh saudari Vera Wardhani 
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum 
Hakim Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 
1473/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang Pembatalan Nikah Dengan Alasan 
                                                          
9 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis 
Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8. 

































Pemalsuan Status Perkawinan” dengan kesimpulan terjadinya 
perkawinan yang melanggar syarat-syarat untuk berlangsungnya suatu 
perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan dengan pemalsuan sudah 
sepatutnya untuk dibatalkan. Jika perkawinan poligami tetap dilakukan, 
seharusnya dilakukan berdasarkan hukum, artinya pelaksanaan 
perkawinan dilangsungkan tidak dengan menghalalkan segala cara. Dan 
Majlis Hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 
27 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (a) dan 
Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. 
2. Pada penelitian yang ke dua yang dilakukan oleh saudari Rakhma Fitria 
yang berjudul “Pernikahan Dengan Pemalsuan Identitas Wali di Kantor 
Urusan Agama Magersari Mojokerto (Dalam Prekspektif Hukum Islam)” 
dengan kesimpulan wali ayah tiri dalam pernikahan perkara ini adalah 
wali yang tidak berhak menjadi wali, perkara ini terjadi diakibatkan 
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingmya identitas wali 
dalam pernikahan, dalam hal ini pemalsuan identitas wali yang dilakukan 
dengan menggunakan formulir model N sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan, dan ada unsur kesengajaan pelaku tindak pemalsuan 
identitas wali. Oleh karena itu pernikahan ini harus dibatalkan di 
sebabkan tidak memenuhi rukun perkawinan. 
3. Pada penelitian yang ke tiga yang di lakukan oleh saudara Hadiri dengan 
judul “Pembatalan Nikah Karena Sakit Jiwa: Studi Komparasi Pemikiran 
Imam Syafii dan Kompilasi Hukum Islam”. Dengan kesimpulan 

































pembahasan perbedan dan persamaan antara pendapat Imam Syafii 
dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam hal perbedaan Imam Syafii 
berpendapat bahwasa ada empat macam penyakit yang menyebabkan 
dibolehkannya pasangan suami istri memutuskan ikatan perkawinan, 
yaitu penyakit karena gila, lepra, kusta, sakit sopak dan penyakit kelamin, 
atau sesuatu yang tumbuh pada kelamin wanita yang gatal dan penyakit 
kelamin bukan alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan jika dalam 
Kompilasi Hukum Islam yaitu terurai dalam pasal 72 ayat 3 dan dalam 
hal persamaan pendapat Imam Syafii dengan Kompilasi Hukum Islam 
dari Umar r.a bahwa ia pernah berkirim surat kepada pembesar-pembesar 
tentara, tentang laki-laki yang telah jauh dari istri mereka supaya 
pemimpinpemimpin itu menangkap mereka agar mereka mengirimkan 
nafkah atau menceraikan istrinya, apabila mereka telah menceraikan 
istrinya, hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan. 
Menurut pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam Meskipun telah terjadi 
pembatalan perkawinan. 
Adapun penelitian yang akan dibahas oleh penulis “Analisis Yuridis 
Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA 
Kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang 
Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw).” dari semua 
yang sudah dibahas penulis belum menemukan hukum atau peraturan yang 
membicarakan pembatalan perkawinan PNS yang diajukan oleh kepala KUA, 

































dan juga skripsi yang akan penulis bahas belum pernah dibahas dan bukan 
merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan pertanyan yang disebut dalam rumusan masalah, maka 
tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan 
perkara No 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. 
2. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang pembatalan perkawinan PNS 
yang diajukan kepala KUA perkara No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw 
 
F. Kegunaan Penelitian 
Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah 
baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis 
maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini 
dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu : 
1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan 
dan informasi dalam penemuan hukum, agar dapat memperluas cakrawala 
pemikiran dan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan 
faktor yang mendasari dasar hukum Hakim dalam memutus perkara ini 
dan implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

































Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Pernikahan 
dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. 
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 
pengertian tentang tata cara pembatalan pernikahan yang sebenar-
benarnya untuk pegawai negeri sipil terkait instansi pemerintah seperti 
yang diatur dalam PP no 10 tahun 1983 dan PP no 40 tahun 1990 tentang 
Pernikahan Pegawai Negeri Sipil. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk menghindari adanya salah pengertian terhadap judul penelitian 
skripsi ini, yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS 
Oleh Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan 
Palsu yang Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)”, 
perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas :  
Analisis yuridis : Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu 
peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) 
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 
(sebab-musabab, duduk perkaranya, dan 
sebagainya).10 Menurut Kamus Hukum, kata 
yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti 
                                                          
10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2012), 60. 

































menurut hukum atau dari segi hukum.11 Dengan 
memakai Undang Undang No. 1 tahun 1974 
Tentang Perkawinan, KHI, Peraturan 
Pemerintahan No.10 tahun 1983 Tentang 
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri 
Sipil 
Pembatalan Perkawinan : Pembatalan nikah merupakan pembatalan 
hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad 
nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga 
tindakan putusan pengadilan yang menyatakan 
bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah 
akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah 
ada.12 Adanya pembatalan perkawinan 
disebabkan pemalsuan identitas status 
perkawinan yang merugikan salah satu pihak. 
Jadi yang di maksud dalam judul yang penulis angkat ini adalah tentang 
“Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh 
Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu 
yang Direncanakan.” 
 
                                                          
11 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum: Reality Publisher (Surabaya, t.p, 2009), 651. 
12 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia), 28. 


































H. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai 
berikut: 
1. Data Yang Dikumpulkan 
Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka 
data yang akan dikumpulkan adalah data kepaniteraan yang berisi putusan 
Hakim Pengadilan Agama Bondowoso tentang pembatalan perkawinan, 
berkas putusan nomor 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw 
2. Sumber Data 
Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data 
sebagai berikut: 
a. Sumber Primer, Data yang diperoleh secara langsung berupa 
interview, observasi maupun penggunaan instrumen khusus yang 
memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang 
diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,13 yaitu dokumen putusan 
hakim Pengadilan Agama Bondowoso perkara No. 
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. 
b. Sumber Sekunder, data yang didapat tidak secara langsung yaitu 
informasi yang telah di kumpulkan pihak lain14. Dalam penelitian ini, 
                                                          
13 Saifuddin Azwar, Metode Penenitian  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 36. 
14 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian – Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: PT. 
Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69. 

































merupakan data yang bersumber dari buku-buku tentang perkawinan, 
pembatalan perkawinan dan catatan perundang undangan yaitu 
Undang Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi 
Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintahan No.10 Tahun 1983 
Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 
2010 serta wawancara kepada Bpk. Moh. Rasid, SH sebagai majelis 
hakim dalam Putusan Nomor: 0337/Pdt.G/2013/Pa.Bdw. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data tersebut, maka perlu digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Dokumentasi, yaitu dengan teknik dokumentasi peneliti menyelidiki 
benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-
peraturan dan sebagainya.15 Dalam penelitian ini mengumpulkan 
dokumen kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso terkait 
putusan Nomor: 0337/Pdt.G/2013/Pa.Bdw, UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, KHI, UU No.10 Tahun 1983 Tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dari hasil 
pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti ini, guna 
memperoleh data primer dan sekunder, maupun dokumen lain yang 
dapat dimanfaatkan oleh peneliti. 
b. Wawancara, yaitu sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk 
menggali suatu informasi dari salah seorang narasumber secara 
                                                          
15 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158. 

































langsung.16 Dalam penelitian ini akan menggali informasi dengan  
wawancara kepada Bpk. Moh. Rasid, SH sebagai hakim dalam 
Putusan Nomor: 0337/Pdt.G/2013/Pa.Bdw. 
4. Teknik Pengolahan Data 
 Data-data yang di peroleh dari hasil penggalian terhadap sumber-
sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 
dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang 
meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 
kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.17 
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 
dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang 
diperoleh.18 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengoraganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, 
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga dapat 
                                                          
16 Agusti Muhsy Maghribi, “Teknik Wawancara yang Baik dan Benar dalam Penelitian Jurnalistik”, 
http://satujam.com/teknik-wawancara-yang-baik/, “diakses pada” 17 Maret 2018. 
17 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153. 
18 Ibid.,154. 

































ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang 
disarankan oleh data.19  
Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari 
lapangan maupun dokumenter, tahap berikutnya adalah tahap analisis 
secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang dapat diamati 
menggunakan metode ini. Dalam hal ini data tentang pertimbangan hakim 
dalam penetapan Nomor: 0337/Pdt.G/2013/Pa.Bdw akan dianalisis 
menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,  Undang-Undang No. 10 Tahun 
1983 Tentang Izin perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. 
  
I. Sistematika Pembahasan 
Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa 
yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika 
pembahasan sebagai berikut: 
Penelitian ini dimulai dengan bab pertama pendahuluan yang berisi: 
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
                                                          
19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2010), 
243. 

































Bab dua tentang landasan teori yang meliputi pengertian Perkawinan, 
Pembatalan Perkawinan, Prosedur Pembatalan Perkawinan dan Akibat 
Pembatalan Perkawinan. 
Bab tiga merupakan, hasil penelitian atau data penelitian yang berisi: 
sekilas tentang Pengadilan Agama Bondowoso, Putusan Pengadilan Agama 
Bondowoso No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. tentang Pembatalan Perkawinan 
PNS, dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan 
Perkawinan PNS putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. 
Selanjutnya bab empat yang berisi analisis data yaitu, analisis 
pertimbangan hukum hakim terhadap pembatalan pernikahan dalam Putusan 
No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw dan analisis yuridis terhadap pembatalan 
Perkawinandalam Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw.  
Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup yang berisi 
kesimpulan dan saran. 

































TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN 
 
A. Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan merupakan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah 
yang umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini merupakan 
cara yang ditetapkan oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya 
untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-
masing pihak melakukan perannya dalam mewujudkan perkawinan.1 
Perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian antara mempelai 
lelaki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan di pihak lain, yang 
mana si wali menyatakan pemasrahannya (i>ja>b) yang disusul oleh 
pernyataan penerimaan (qabu>l) bakal suami, dan disaksikan oleh dua 
orang saksi.2 
Dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 
Seorang perempuan dan seorang laki-laki harus ada kata sepakat untuk 
melakukan perkawinan. Hal ini berarti bahwa setelah ada kesepakatan, 
                                                          
1 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat, Cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9. 
2 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: Amico, 1985), 123. 

































maka kedua pihak saling berjanji akan mentaati peraturan-peraturan 
hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-
masing pihak selama dan sesudah hidup bersama berlangsung, serta 
mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak turunannya.3  
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang 
mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat 
mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam 
bentuk perzinahan. Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu sumber 
rujukan yang dipegang para Hakim Pengadilan Agama dalam  
memerikasa memutuskan suatu perkara. Sedangkan Perkawinan menurut 
Pasal 2 KHI. “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Perkawinan, 
yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidz}an untuk menaati 
perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah.”4  
Pengertian perkawinan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 
Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Pasal 2 
PP No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, 
menyatakan “Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan 
pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat 
melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 
setelah perkawinan itu dilangsungkan.”5 
                                                          
3 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 8. 
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, Cet. Ke-3 (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 40. 
5 Wacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam 
Indonesia (Jakarta: WILPRESS, 2007), 95. 


































2. Dasar Hukum Perkawinan 
Perkawinan dalam hukum Islam adalah “akad” (perikatan) antara 
wali calon istri dengan calon suami. Akad harus diucapkan oleh wali 
berupa ijab kemudian kabul oleh calon suami dihadapan dua orang saksi 
yang memenuhi syarat. Jika tidak, maka perkawinan tidak sah, hal ini 
sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur’an Surah An-Nuur: 26 dan 
hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Ibnu Hibban. 
َنيِثيِبَخْلِل ُتَٰ ثيِبَخْلٱ ِتَٰ ثيِبَخْلِل  نوُثيِبَخْلٱَو َِّيَّ طلٱَو ِتَٰبَِّيَّ طلِل  نوُبَِّيَّ طلٱَو َنيِبَِّيَّ طلِل ُتََٰب
َكِئَٰ لوُأ  نوُلوُقَي اََّمِم  نوُءََّرَبُم َو ٌةَرِفْغََّم مُه ل ٌميِر ك ٌقْزِر 
“Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik 
untuk wanita yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka 
ampunan dan reski yang melimpah (yaitu: Surga)” (QS. An Nuur : 
26). 
 
اَن ثَّ دَح وُب أ  ر ذ  ُدَمْح أ ُنْب ِدَّ مَحُم  ِنْب ىِب أ ٍرْكَب اَن ثَّ دَح  َمْح أُد ُنْب  ِنْيَسُحْلا ِنْب  داَّ بَع 
 ُىِئاَسَّ نلا اَن ثَّ دَح ُدَّ مَحُم  ُنْب َديِزَي ِنْب  ناَنِس اَن ثَّ دَح ىِب أ َعْن ِماَشِه ِنْب  ةَوْرُع ْنَع  ِهيِب أ 
ْنَع  ةَشِئاَع  ْت لا ق  لا ق  ُلوُسَر ِهللا ىَّ لَص  ُهللا  لَعِهْي َمَّ لَسَو ,,ا ل َحا كِن  َّالِإ  يِلَوِب 
 ْيَدِهاَشَو ،،ٍلْدَع (هاور رادلأ ىنطق نباو نابح) 
“Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku 
dari Ahmad bin Husain bin ’Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin 
Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ’Urwah dari ayahnya 
dari ’Aisyah: ’Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda 
“Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”(H.R. 
Daruquthni dan Ibnu Hibban). 
 

































Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-
isteri sebagai orang tua dan anak-anaknya, agar tercipta suatu kehidupan 
yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai 
(mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah).6 
 
3. Syarat Perkawinan  
Syarat adalah hal yang melekat pada masing-masing unsur yang 
menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat 
tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan 
perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa 
hukum tersebut “dapat dibatalkan”.7 
Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 
perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah 
dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. 
Syarat perkawinan ialah syarat yang berhubungan dengan rukun 
perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.  
Adapun syarat-syarat sah perkawinan secara rinci, yaitu : 
a. Syarat calon pengantin pria :  
Beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh calon suami 
berdasarkan ijtihad para ulama, sebagai berikut: 
                                                          
6 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 3-4. 
7 Djubaedah Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut hukum tertulis 
di Indonesia dan Hukum Islam, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 92. 

































1) Calon suami beragama Islam. 
2) Mengetahui secara jelas bahwa calon suami benar laki-laki. 
3) Orangnya diketahui dan tertentu. 
4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon 
isteri. 
5) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal kepada calon isteri 
serta tahu calon isterinya halal baginya. 
6) Tidak ada paksaan. 
7) Tidak ihrom. 
8) Tidak punya isteri yang haram di madu dengan calon isteri. 
9) Tidak sedang beristeri empat. 
b. Syarat calon pengantin perempuan: 
1) Beragama Islam. 
2) Terang bahwa benar benar wanita bukan khuntsa. 
3) Wanita itu orangnya. 
4) Halal bagi calon suami. 
5) Wanita itu tidak dalam masa iddah. 
6) Tidak karena paksaan. 
7) Tidak dalam keadaan ihrom dan haji. 
Untuk syarat sighat hendaknya dilakukan menggunakan bahasa 
yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, 
dan saksi. Sighat hendaknya menggunakan uacapan yang menunjukkan 
waktu lampau, sedang lainnya dengan kalimat menunjukkan waktu yang 

































akan datang. Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin 
perempuan: “kawinkan saya dengan dengan anak perempuan bapak”, 
kemudian dijawab “saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. 
Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan. 
Secara garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan dalam hukum 
Islam ada dua yaitu : 
a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang 
ingin menjadikan istri, perempuannya itu bukan merupakan orang 
yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara 
maupun untuk selamanya. 
b. Akad nikahnya dihadiri para saksi. 
 
 
4. Tata Cara Pendaftaran Perkawinan 
Tata cara pendaftaran perkawinan ada beberapa syarat yang harus 
di penuhi oleh calon mempelai, sesuai dengan aturan yang sudah 
ditentukan di lembaga pencatatan perkawinan, adapun berkas yang 
diperlukan dalam pendaftaran nikah di KUA, yaitu sebagai berikut : 
a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1); 
b. Surat keterangan asal-usul (Model N2); 
c. Surat persetujuan mempelai (Model N3); 
d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4); 

































e. Surat pemberitahuan kehendak nikah (Model N7) apabila calon 
pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh 
wali atau wakilnya; 
f. Bukti imunisasi TT (Tetanus Toxoid) I calon pengantin wanita, 
Kartu imunisasi, dan imunisasi TT II dari puskesmas setempat; 
g. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp.30.000,-; 
h. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua/wali; 
i. Pas foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar; 
j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 
tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun; 
k. Bagi anggota TNI, POLRI/PNS membawa surat izin dari atasan 
masing-masing; 
l. Surat izin #pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari 
seorang; 
m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran 
cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya UU 
Nomor 7 Tahun 1989; 
n. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar 
pengisian Model N6 bagi janda/duda yang akan menikah; 
Proses pengurusan surat nikah ke KUA, harus memenuhi hal-hal 
sebagai berikut : 
a. Dokumen yang diperlukan calon mempelai pria 

































1) Pengantar RT-RW dibawa ke kelurahan setempat untuk 
mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 & N4. 
2) Datang ke KUA setempat untuk mendapatkan Surat 
Pengantar/Rekomendasi Nikah (jika calon istri beralamat lain 
daerah/kecamatan). 
3) Jika calon istri sedaerah/kecamatan, berkas calon suami 
diserahkan ke pihak calon istri. 
b. Lampiran 
1) Fotokopi KTP. 
2) Akte kelahiran & C1 (Kartu KK). 
3) Pas foto 3x4 = 2 lembar, jika calon istri luar daerah. 
4) Pas foto 2x3 = 5 lembar, jika calon istri sedaerah/kecamatan. 
c. Dokumen yang diperlukan calon mempelai wanita 
1) Pengantar RT-RW dibawa ke kelurahan setempat untuk 
mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 & N4. 
2) Datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan nikah dan 
pemeriksaan administrasi (bersama wali dan calon suami) 
3) Calon suami dan calon istri sebelum pelaksanaan nikah akan 
mendapatkan Penasihatan Perkawinan dari BP4. 
d. Lampiran 
1) Fotokopi KTP, 
2) Akte kelahiran & C1 (Kartu KK). 
3) Fotokopi kartu imunisasi TT 

































4) Pas foto latar biru ukuran 2x3 masing-masing 5 lembar. 
5) Akta cerai dari PA bagi janda/ duda cerai. 
6) Dispensasi Pengadilan Agama bila usia kurang dari 16 tahun dan 
19 tahun. 
7) Izin atasan bagi anggota TNI/ POLRI 
8) Surat keterangan kematian ayah bila sudah meninggal 
9) Surat keterangan wali jika wali tidak sealamat dari kelurahan 
setempat 
10) Dispensasi camat bila kurang dari 10 hari 
11) N5 (surat izin orang tua) bila usia caten kurang dari 21 tahun. 
12) N6 (surat kematian suami/istri) bagi janda/duda meninggal 
dunia. 
Tata cara perkawinan menurut PP No. 10 Tahun 1983 dalam Pasal 
2 yaitu : 
a. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama 
wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui 
saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu)  tahun 
setelah perkawinan itu dilangsungkan.8 
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang 
melangsungkan perkawinan lagi. 
                                                          
8 Wacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam 
Indonesia, (Jakarta: WILPRESS, 2007), 96 

































B. Pembatalan Perkawinan 
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan 
Istilah pembatalan perkawinan dalam bahasa arab disebut fasakh 
yang secara etimologi berarti merusak. Jika dihubungkan dengan 
perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. 
Istilah fasakh dalam KBBI menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan 
adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama 
berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan 
Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum 
perkawinan.9 
Jadi secara umum batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak 
sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat 
dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara’. Fasakh sebagai salah satu 
sebab putusnya perkawinan ialah merusak atau membatalkan hubungan 
perkawinan yang telah berlangsung.10 
Secara terminologi Undang-Undang Perkawinan, nika>h fa>sid dan 
nika>h bat}il ini dapat digunakan untuk pembatalan bukan untuk 
pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum 
perkawinan berlangsung, sedangkan pembatalan mengesankan 
perkawinan telah berlangsung kemudian ditemukan adanya pelanggaran 
                                                          
9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 242. 
10 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press,2010), 85. 

































terhadap ketentuan baik syarat maupun rukun serta perundang-
undangan.11 
Pembatalan nikah adalah pembatalan perkawinan oleh Pengadilan 
Agama berdasarkan gugatan atau tuntutan dari pihak istri maupun dari 
suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, karena telah 
dianggap menyalahi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam.12 
Pengertian pembatalan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 
dalam pasal 22 menyebutkan. “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para 
pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 
perkawinan.”13 Menurut yahya harahap juga mengartikan bahwasanya, 
pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa 
keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan tersebut 
dinyatakan tidak sah no legal force or declared void. Sesuatu yang 
dinyatakan no legal force maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada, 
oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya 
dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.14   
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak secara tegas menyatakan 
adanya pembatalan perkawinan yang batal demi hukum maupun yang 
dapat dibatalkan, hanya saja ada pasal-pasal yang mengatur tentang 
                                                          
11 Amir Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 1 (Jakata: Kencana, 2004), 98. 
12 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 21. 
13 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 106. 
14 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia (Medan: CV. Zahir Tranding Co, 1978), 71. 

































batalnya perkawinan dan tata cara permintaan pembatalan perkawinan 
serta alasan alasan yang diperbolehkan mengajukan pembatalan 
perkawinan yaitu pasal 22 sampai pasal 28 Undang-Undang Perkawinan. 
Substansi dalam praktik pembatalan perkawinan yang diajukan ke 
Pengadilan Agama adalah kurangnya rukun dan syarat-syarat yang 
diperlukan untuk sahnya suatu perkawinan.15 
Kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak adanya 
fungsi pengawasan dari pihak keluarga maupun pejabat yang berwenang, 
sehingga perkawinan tersebut tetap terlaksana walaupun pada akhirnya 
ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
maupun hukum perkawinan Islam. Setelah hal ini terjadi, maka 
Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut. Pihak-pihak 
yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut UU tentang 
perkawinan adalah para keluarga pada garis lurus ke atas dari suami atau 
istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap 
perkawinan tersebut.16 
 
2. Prosedur Pembatalan Perkawinan 
Batalnya perkawinan dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa 
perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan, karena terdapat beragam 
                                                          
15 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 41. 
16 Ahmad Rafiq, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (t.tp, t.p, t.t) 71. 

































pengertian terkait batal tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak 
ada kekuatan), zonder waarde (tidak ada nilai), dapat dibatalkan berarti 
nietig verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak.17 
Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini adalah dapat 
diartikan jadi relatif nietig. Dengan demikian perkawinan dapat 
dibatalkan apabila sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan 
karena terdapat pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.18 
Perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pengaturan 
pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama 
RI Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan apabila perkawinan telah 
berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum 
munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, 
Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas 
permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian suatu 
perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh 
pengadilan.19 Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara jelas 
tentang perkawinan batal demi hokum, sedangkan dalam KHI dijelaskan 
secara rinci dalam pasal 70 bahwa perkawinan batal apabila:20 
                                                          
17 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi 
Hukum Islam) (Jakarta: Prenada Media, 2004) 107. 
18 Ibid. 
19 Bahder Johan Nasution dkk, Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang 
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh), (Bandung: Mandar Maju, 1997), 26. 
20 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 86. 

































a. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan 
akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun 
salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj’i. 
b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya. 
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali 
talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan 
pria lain kemudian bercerai lagi ba’da ad-dukhul dari pria tersebut 
dan telah habis masa ‘iddahnya. 
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan 
darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang 
menghalangi perkawinan 
Pembatalan perkawinan menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, 
yaitu: 
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke 
atas. 
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu 
saudara antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara 
seorang dengan saudara neneknya. 
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau 
ayah tiri. 
d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan 
bibi atau paman sesusuan. 

































e. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau 
istri-istrinya. 
 Terkait aturan perkawinan yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan 
UU No. 1 Tahun 1974 telah mengaturnya, yaitu sebagai berikut: 
a. Pasal 24: “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya 
dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya 
perkawinan dapat mengajukan  pembatalan perkawinan yang baru, 
dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 UU 
Perkawinan.”21 
b. Pasal 26 Ayat (1): “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai 
pencacat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak 
sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat 
dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan 
lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.”22 
c. Pasal 27 Ayat (1): “Seorang suami atau istri dapat mengajukan 
permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan 
dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.”23 
d. Pasal 27 Ayat (2): “Seorang suami atau istri dapat mengajukan 
permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu 
                                                          
21 Wacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam 
Indonesia, (Jakarta: WILPRESS, 2007), 9. 
22 Ibid. 
23 Ibid., 10 

































berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami 
atau istri.”24 
e. Pasal 27 Ayat (3): “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang 
bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 
6 (enam) bulan itu setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, 
dan tidak memprgunakan haknya untuk mengajukan permohonan 
pembatalan, maka haknya gugur.”25 
Pasal 24 dan 26 UU No. 1 Tahun 1974 ini dijelaskan dalam KHI 
pada Pasal 71 dan 72 yang berbunyi : 
a. Pasal 71  
1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan 
Agama. 
2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 
menjadi istri pria lain yang mafqud. 
3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa ‘iddah dari 
suami lain. 
4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 
tahun 1974. 
5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan 
oleh wali yang tidak berhak. 
6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.26 
 
b. Pasal 72 
1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan di bawah 
ancaman yang melanggar hukum. 
2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 
suami atau istri. 
                                                          
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid., 193. 

































3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak 
menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka 
haknya gugur.27 
 
 Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada 
Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan 
dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, atau di tempat 
suami maupun di tempat istri, berdasarkan permintaan pembatalan yang 
diajukan oleh salah seorang dari:28 
a. Keluarga para pihak dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke 
bawah dari suami atau istri.  
b. Suami atau istri. 
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 
menurut Undang-undang. 
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat 
dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan 
menurut perundang undangan yang berlaku. 
 Sedangkan menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 
Kompilasi Hukum Islam yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan 
adalah:29 
                                                          
27 Ibid. 
28 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama 
RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencacat Nikah, (Jakarta: tp, 2004), 13. 
29 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010) 131. 

































a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari 
suami atau istri. 
b. Suami atau istri 
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 
menurut UU. 
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat 
dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan 
peraturan Perundang undangan, sebagaimana tersebut dalam pasal 
67. 
 
3. Akibat Pembatalan Perkawinan 
Menurut Pasal 28 UUP, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah 
keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan 
berlaku sejak saat berlangsuungnya perkawinan.30 Keputusan tidak 
berlaku surut terhadap : 
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 
b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap 
harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya 
perkawinan lain yang lebih dahulu. 
                                                          
30 Wacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam 
Indonesia (Jakarta: WILPRESS, 2007), 9. 

































c. Orang ketiga lainnya, sepanjang mereka memperoleh hak dengan 
itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
 Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh 
Pengadilan.31 Adapun larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, menurut pasal 
14 PP 45 tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil dilarang Hidup Bersama 
dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya 
sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Yang dimaksud 
dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di 
luar perkawinan yang sah yang seolah olah merupakan suatu rumah 
tangga.32 
Sanksi bagi pejabat atau atasan Peagawai Negeri Sipil disebutkan, 
bahwa yang melanggar ketentuan : 
a. Pasal 5 ayat (2): setiap atasan yang menerima permintaan izin dari 
Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan 
perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib 
memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat 
melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 
tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin 
dimaksud; 
                                                          
31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 37.  
32 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Pasal 14. 

































b. Pasal 12: pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan 
perceraian dan untuk beristri lebih dari seorang, dilakukan oleh 
pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga 
bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut. 
Dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil. 

































DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO No. 
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PNS 
KARENA PERNIKAHAN PALSU YANG DIRENCANAKAN  
 
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Bondowoso 
1. Kompetensi dan wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso 
Pengadilan Aagama Bondowoso merupakan badan penyelenggara 
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang lebih 
dikhususkan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu, yang 
dimana Pengadilan Agama Bondowoso merupakan suatu pengadilan 
tingkat pertama yang menangani hukum perdat Islam dan berada dibawah 
kekuasaan Mahkama Agung sesuai dengan keputusan presiden No.21 
tahun 2004.1  Berdasarkan UU No. 07 tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006, 
bahwa kekuasaan dan wewenang Peradilan Agama termasuk Pengadilan 
Agama Bondowoso adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara antara orang yang beragama Islam dalam bidang nikah, talak, 
rujuk, waris, wasiat, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari’ah.2 
Pengadilan Agama Bondowoso sebagai Pengadilan Agama kelas 1 
B berkedudukan di kabupaten Bondowoso terletak di Jl. Santawi No. 94 
A Bondowoso – Jawa Timur 68213, Indonesia. Telp : 0332-421862 / Fax 
                                                          
1 Taufik Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di 
Indonesia (Jakarta: Alumni, 2003), 13.  
2  Muchtar Rosyidi, Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)   

































: 0332-420457, Email : pabondowoso@gmail.com website : pa-
bondowoso.go.id. 
Sejarah singkat gedung Pengadilan Agama Bondowoso, pada awal 
berdirinya Gedung Kantor Pengadilan Agama Bondowoso menempati 
gedung di Sebelah Masjid Jami’ AT-TAQWA Bondowoso dan pada tahun 
1977 mendapatkan tanah dengan luas seluruhnya 790 M2  yang terletak 
di jalan Santawi Nomor 94 A Bondowoso dengan status Sertifikat Hak 
pakai a.n. Departemen Agama Cq. Pengadilan Agama Bondowoso dan 
mendapatkan proyek pembangunan gedung kantor pada tahun anggaran 
1977/1978, pada tahun 2009 berubah  atas nama : MAHKAMAH 
AGUNG RI. Pada tahun 2004 mendapatkan Anggaran APBN untuk biaya 
rehab gedung bagian depan dengan luas 404 M2  dua lantai. 
Secara geografis kabupaten Bondowoso adalah sebuah salah satu 
kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah 
timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Ibu kotanya 
adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 
1.560,10 km2 yang secara geografis berada pada koordinat antara 
113°48’10”- 113°48’26” BT dan 7°50’10” – 7°56’41” LS. Kabupaten 
Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 
25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan 
puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur 
serta kaki pengunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, 
Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di 

































sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung 
Bendusa. 
a. Sebelah Utara Wilayah Hukum PA Situbondo. 
b. Sebelah Timur Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Banyuwangi. 
c. Sebelah Selatan Wilayah Hukum PA Jember. 
d. Sebelah Barat Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Kraksaan. 
Jumlah Penduduk sampai  sebanyak 740.291 jiwa terdiri dari : Laki-
laki : 361.941 jiwa  dan perempuan 378.350 jiwa.3 
Wilayah Hukum Yuridis Pengadilan Agama Bondowoso meliputi 
23 Kecamatan dengan jumlah desa mencapai 219. Jarak tempuh antara 
desa dengan kantor Pengadilan Agama Bondowoso antara 1Km sampai 
dengan 20 Km lebih. Dengan ongkos pemanggilan radius I (Rp.75.000,-), 
radius II (Rp.95.000,-) dan radius III (Rp.115.000,-) ditentukan ketua 
pengadilan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama 
Bondowoso Nomor : 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. tanggal 27 Mei 2013. 
Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bondowso kelas 1 B 
yaitu : 
1. Kecamatan Bondowoso terdiri dari 11 desa. 
2. Kecamatan Tenggarang terdiri dari 12 desa. 
3. Kecamatan Wonosari terdiri dari 12 desa. 
4. Kecamatan Tapen terdiri dari 9 desa. 
5. Kecamatan Klabang terdiri dari 11 desa. 
                                                          
3 Data Statistik Kabupaten Bondowoso Tahun 2009. 

































6. Kecamatan Prajekan terdiri dari 7 desa. 
7. Kecamatan Botolinggo terdiri dari 7 desa. 
8. Kecamatan Cermee terdiri dari 13 desa. 
9. Kecamatan Ijen terdiri dari 6 desa. 
10. Kecamatan Sumber wringin terdiri dari 6 desa. 
11. Kecamatan Sukosari terdiri dari 4 desa. 
12. Kecamatan Tlogosari terdiri dari 10 desa. 
13. Kecamatan Pujer terdiri dari 11 desa. 
14. Kecamatan Jambersari darus sholah terdiri dari 10 desa. 
15. Kecamatan Tamanan terdiri dari 8 desa. 
16. Kecamatan Maesan terdiri dari 12 desa. 
17. Kecamatan Grujugan terdiri dari 11 desa. 
18. Kecamatan Curahdami terdiri dari 12 desa. 
19. Kecamatan Binakal terdiri dari 8 desa. 
20. Kecamatan Tegalampel terdiri dari 7 desa. 
21. Kecamatan Taman krocok terdiri dari 7 desa. 
22. Kecamatan Wringin terdiri dari 14 desa. 
23. Kecamatan Pakem terdiri dari 8 desa. 
 
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso 
Dalam sebuah lembaga instansi harus mempunyai struktur yang 
berfungsi untuk mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing dalam 

































menjalankan kegiatan operasional dan untuk mencapai tujuan di 
bentuknya instansi tersebut. Adapun nama nama dalam struktur 
ornasisasi tersebut, yaitu : 
a. Ketua : Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. 
b. Wakil ketua  : Drs. AMINUDDIN 
c. Hakim  : - HARUN JP, S,Ag.,M.H.I  
  - Drs. H. Imam Khusaini  
  - Muslich, S.Ag., M.H.  
  - Drs. Zainul Fatawi, S.H. 
d. Panitera  : M. NIDZAM FICKRY, S.H. 
e. Sekertaris  : SHOHEH,S.H. 
f. Panmud Hukum  : M. Nur Prehantoro, S.H. 
g. Panmud Gugatan  : Drs. H. ABD. Rasyid 
h. Panmud Permohonan : UMAR SUKI,S.H. 
i. Kasubag Permohonan, TI dan Pelaporan : Ahmad Arifin Arfan. S.H.I, 
M.H. 
j. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Samina Laela 
S.E, S.H 
k. Kasubag Umum dan Kuangan  : Zaenul Yusufi. S.H.I 
l. Panitera Pengganti  : - Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso , S.H. 
   - Atik Yuliana, S.H. 
   - Tri Anita Budi Utama, S.H. 
m. Jurusita Pengganti  : - Dwi Fitriani, A.md 

































   - Nur Airin 
   - Achmad Walif Rizqy, S.H. 
n. Staff  : Sri Mulyati 
 
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tentang Pembatalan 
Perkawinan  PNS yang Diajukan oleh Kepala KUA karena Pernikahan Palsu 
yang Direncanakan Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw 
Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara 
pembatalan nikah. Adapun para pihak yang mengajukan pembatalan nikah 
yaitu S sebagai Pemohon sedangkan E dan N sebagai Termohon. Berikut ini 
adalah identitas para pihak yang berperkara dan duduk perkara. 
S penggugat 47 tahun, agama Islam, Kepala KUA Kecamatan 
Bondowoso, bertempat kediaman di Jalan MT. Haryono No. 26 Kecamatan 
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, yang selanjutnya disebut sebagai 
PEMOHON. 
Melawan E sebagai Termohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan 
Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Perum Kembang Permai Blok 
F.15 (H. MOH. QOYYIM, M.Fil.I) Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, 
Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini dikuasakan kepada:Kuasa Hukum 
Termohon I, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Matrip, Perumahan 
Kembang Permai, Blok L-2 Bondowoso, yang selanjutnya disebut sebagai 
TERMOHON I. Dan Melawan N sebagai Termohon II, umur 34 tahun, agama 

































Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat kediaman di Perum RT.08 
RW.02 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten 
Bondowoso, dalam hal ini dikuasakan kepada:Kuasa Hukum Termohon II, 
Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasym No. 
167 Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai 
TERMOHON II. 
Pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam persidangan perkara 
ini, Pemohon dan kedua Termohon hadir di persidangan. Karena perkara ini 
adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak 
dilaksanakan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya 
tetap dipertahankan oleh Pemohon. Atas permohonan Pemohon tersebut 
Termohon I telah menjawab secara tertulis dipersidangan yang intinya yaitu,  
memang benar Pemohon telah pernah melaksanakan perkawinan antara 
Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 18 Desember 2011, dan oleh 
Pemohon telah dicatat pada Regester Akta Nikah Nomor: 0583/007/XII/2011 
tertanggal 18 Desember 2011, memang benar kenyataannya pada pelaksanaan 
perkawinan tersebut E sebagai Termohon I dan N sebagai Termohon II telah 
mengelabuhi S sebagai Pemohon, dimana kedua Termohon mempunyai 
kesepakatan memakai status / identitas palsu, dimana Termohon I didalam 
Surat Pengantar Nikahnya tersebut telah mengaku masih berstatus jejaka, 
padahal kenyataannya Termohon I pada saat itu sudah menikah dengan wanita 
lain yang bernama DEWI ROSMAYANI, S.T., seperti yang tercantum dalam 
Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Juni 2006 Nomor: 400/01/VII/2006, yang 

































dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten / Kota Cilacap, 
Provinsi Jawa Tengah, tanggal 01 Juni 2006, dan bahkan Termohon I sudah 
mempunyai seorang anak yang bernama MUHAMMAD FAHREL DIMAS. 
Adapun pemalsuan status / identitas tersebut diatas dilakukan oleh 
Termohon I karena adanya desakan dan bujuk rayu dari Termohon II, dimana 
pada saat itu Termohon II yang telah bercerai dengan mantan suaminya yang 
bernama YUDHA KRISNAWAN, S.E., telah mengajak Termohon I untuk 
menikah “sementara” dengan Termohon II, dengan alasan bahwa Termohon II 
akan segera menceraikan Termohon I lagi, dan kemudian Termohon II akan 
segera menikah lagi dengan mantan suaminya yaitu YUDHA KRISNAWAN, 
S.E. Pada awalnya Termohon I tidak mau, karena Termohon I telah 
mempunyai istri yang sah yang bernama DEWI ROSMAYANI, S.T., dan 
bahkan sudah mempunyai seorang anak yang bernama MUHAMMAD 
FAHREL DIMAS. Akan tetapi Termohon II dengan mantan suaminya 
tersebut tetap membujuk Termohon I untuk segera menikah sementara dengan 
Termohon II, dan bahkan Termohon II membujuk Termohon I agar supaya 
kalau istri Termohon I tidak setuju, Termohon I membuat KTP baru saja yang 
berstatus jejaka, dan atas desakan dan bujuk rayu Termohon II tersebut diatas 
akhirnya Termohon I meluluskan permintaan Termohon II tersebut. Setelah 
Termohon I berhasil mengurus surat pindah untuk menikah dengan memakai 
KTP lama yang sudah diperpanjang lagi dengan status jejaka, kemudian KTP 
palsu tersebut oleh Termohon I segera diserahkan kepada Termohon II, dan 
kemudian yang mengurus semua keperluan perkawinan Termohon I dan 

































Termohon II di KUA Bondowoso tersebut adalah mantan suami Termohon II 
yang bernama YUDHA KRISNAWAN, S.E. tersebut, dan juga mantan suami 
Termohon II yang bernama YUDHA KRISNAWAN, S.E.  tersebut akhirnya 
yang menjadi saksi perkawinannya Termohon II tersebut, sehingga hal 
tersebut semakin meyakinkan lagi bagi Termohon I bahwa perkawinan 
tersebut hanyalah untuk sementara saja. 
Kenyataan sehari setelah terjadinya perkawinan tersebut di atas, 
Termohon I langsung pulang ke istri dan anak Termohon I di Jakarta tanpa 
membawa Akta Nikah antara Termohon I dan Termohon II. Kenyataannya 
selama ini baik sebelum maupun setelah Termohon II menikah dengan 
Termohon I, suami Termohon II yang bernama YUDHA KRISNAWAN, S.E. 
tersebut sehari-harinya memang sering bermalam di rumah Termohon II, 
meskipun YUDHAKRISNAWAN, S.E. tersebut sudah bercerai secara sah 
dengan Termohon II. 
Bahwa, setelah ditunggu satu tahun lebih ternyata Termohon II tidak 
segera mengajukan cerai terhadap Termohon I seperti yang telah dijanjikan 
semula, maka Termohon I segera mempertanyakan kepada Termohon II. Dan 
ketika Termohon I menanyakannya kepada Termohon II, ternyata Termohon 
II manjawab bahwa Termohon II mau mengajukan permohonan cerai bilamana 
Termohon I mau memberikan uang kepada Termohon II sebanyak Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan kalau Termohon I tidak mau 
memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- tersebut, Termohon II 
mengancam akan melaporkan Termohon I kepada pimpinannya, dan juga 

































Termohon II akan melaporkan Termohon I ke POLDA Jakarta Pusat, dan 
bahkan Termohon II telah melakukan teror terhadap istri sah Termohon I.  
Kenyataan seperti yang dipaparkan tersebut diatas, kemudian pada 
sekitar bulan Pebruari 2013 Termohon I dengan mengajak saudaranya datang 
ke Bondowoso untuk memenuhi Termohon II dan sekaligus mencari Kuasa 
Hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa dirinya tersebut. 
Setelah Termohon II mengetahui kalau Termohon I sudah memakai Kuasa 
Hukum maka kemudian pada sekitar bulan Pebruari 2013 itu juga Termohon 
II telah menghubungi (menelpon) Kuasa hukum Termohon I untuk 
bermusyawarah, dimana Termohon II telah menentukan sendiri ingin bertemu 
dengan Kuasa hukum Termohon I di Rumah Makan Lestari yaitu setelah 
selesai Sholat Magrib. Akan tetapi pada saat Kuasa Hukum Termohon I 
menunggu Termohon II di Rumah Makan Lestari, kenyataannya yang datang 
menemui Kuasa Hukum Termohon I adalah mantan suami Termohon II yang 
bernama YUDHA KRISNAWAN, S.E. sedangkan Termohon II tidak hadir. 
Akhirnya Termohon I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan 
kepada KUA Kecamatan Bondowoso untuk membatalkan perkawinan antara 
Termohon I dengan Termohon II, karena kenyataannya pelaksanaan 
perkawinan tersebut mengandung cacat hukum, yang sengaja disembunyikan 
oleh Termohon I dan Termohon II tersebut;  Setelah adanya panggilan 
sidang pembatalan perkawinan perkara ini, maka Termohon II dan Kuasa 
Hukumnya menelpon dan meninta Termohon I untuk datang ke Bondowoso 
untuk mengadakan musyawarah atas masalah tersebut Dan atas undangan 

































Termohon II tersebut, Termohon I yang diantar oleh saudara dan juga diantar 
oleh Kuasa Hukumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 telah hadir 
untuk melakukan Musyawarah dengan Termohon II yang juga didampingi 
oleh Kuasa Hukumnya, yaitu bertempat di Kantor Mediator Drs. SONIC 
PRANOTO, S.H., M.H. 
Pada saat pertemuan itu kenyataannya Termohon II telah mengakui 
secara tegas bahwa sebelum Termohon I dan Termohon II melakukan 
perkawinan, Termohon II memang benar-benar telah mengetahui status 
Termohon I yang sudah punya istri dan sudah punya anak. Dan Termohon II 
juga telah mengakui bahwa adanya pemalsuan identitas Termohon I di dalam 
Akta Nikah tersebut memang atas kesepakatan Termohon II dan Termohon I. 
Akan tetapi pada saat pertemuan tersebut Termohon II tetap bersikeras minta 
biaya kompensasi kepada Termohon I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu 
milyar rupiah), sehingga musyawarah/perdamaian tersebut mengalami 
kegagalan. 
Atas dasar hal-hal tersebut diatas, Termohon I memohon dengan sangat 
kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar 
mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Setelah Majelis hakim 
memberi waktu kepada Termohon II, ternyata Termohon II tidak memberikan 
jawaban baik secara lisan maupun tertulis di persidangan, karena dalam 
persidangan berikutnya Termohon II tidak hadir dipersidangan. 
Bahwa, atas jawaban tertulis Termohon I tersebut, Pemohon 
memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya 


































1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan semua dalil-dalil permohonan 
Pemohon. 
2. Bahwa Termohon I melalui Kuasa Hukumnya telah mengakui dan 
membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon terhadap 
pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II, untuk itu sudah 
sepantasnya perkawinan Termohon I dan Termohon II untuk dibatalkan. 
 
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. 
Dasar pertimbangan Hakim tehadap Pembatalan nikah karena 
pemalsuan status adalah pada tahap pembuktian yaitu pengakuan dan 
keterangan saksi. Namun sebelum memberi keputusan sebagaimana yang tela 
terlampir pada nomor perkara No: 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. majlis hakim 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
Bahwa, atas replik secara lisan Pemohon tersebut, Termohon I 
memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya 
membenarkan semua pernyataan Pemohon baik dalam permohonannya atau 
dalam replik Pemohon; 
Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon  telah 
mengajukan alat bukti, berupa : 
 
 

































a. Alat bukti surat 
1) Foto copy Regerter Akta Nikah Nomor : 0583/007/XII/2011, tanggal 
18 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bondowoso, foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya 
dipersidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta 
bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu 
diberitanda (P.1). 
2) Foto copy Akta Nikah Nomor: 0583/007/XII/2011, tanggal 18 
Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, foto 
copy tersebut telah ditunjukkan aslinya dipersidangan dan ternyata 
cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan 
ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.2). 
3) Foto copy Regerter Pencatatan dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, foto copy tersebut 
telah ditunjukkan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok dan telah 
dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua 







































b. Alat bukti saksi 
Saksi 1, umur 43  tahun, Agama Islam pekerjaan PNS Pemda 
Gresik, bertempat tinggal di Jalan Ikan Kerapu Barat No. 34, Kelurahan 
Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, saksi tidak ada 
hubungan keluarga dengan Pemohon dan kedua Termohon. Saksi kenal 
dengan Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Bondowoso dan 
Kuasa Hukum Termohon I, sebagai Kuasa dari Ediy Rofik yaitu adik 
kandung saksi. Saksi sebelumnya tidak tahu bahwa Termohon I dan 
Termohon II telah menikah. Namun saksi mengetahui Termohon I dan 
Termohon II menikah setelah lebaran bulan Oktober 2012 karena istri sah 
Termohon I bernama Dewi Rosmayani datang bersilaturrahmi di rumah 
orang tua saksi di Gresik kemudian Dewi menceritakan bahwa Termohon 
I dan Termohon II sudah menikah di Bondowoso. Termohon I menikah 
dengan Dewi Rosmayani secara sah pada tahun 2006 dan mereka sudah 
dikaruniai 1 orang anak dan selama menikah mereka tinggal bersama di 
Jakarta sampai sekarang Termohon I dan Dewi Rosmayani sama-sama 
bekerja di Jakarta. Setelah saksi mengetahui Termohon I menikah lagi, 
saksi bersama 2 saudaranya (Widiyatul Ilmiyah dan Ida Muhlisa) datang 
dan mengecek kebenaran  cerita dari Dewi Rosmayani yaitu datang ke 
KUA Kecamatan Bondowoso, ternyata nama Termohon I dan Termohon 
II berada di regester KUA Kecamatan Bondowoso dan mereka sudah 
menikah dan memperoleh buku nikah. Bersama 2 saudaranya menjelaskan 
dan menunjukkan buku nikah milik Termohon I dengan istri sah bernama 

































Dewi Rosmayani kepada Kepala KUA Kecamatan Bondowoso dan 
mengatakan bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II adalah 
tidak sah. Saksi bersama keluarga terus mendesak Termophon I karena 
watak serta perilaku Termohon I tidak seperti biasanya, linglung 
berfikiran hampa, akhirnya Termohon I mengakui bahwa dirinya sudah 
menikah dan memberikan informasi bahwa dirinya menikah dengan 
Termohon II dengan status jejaka sedangkan Termohon II berstatus janda 
cerai. Bahwa saksi mengenal Termohon II bernama Nunus Putri Ferry 
Sedi yaitu kenal sejak menjadi teman sekolah Termohon I dan Termohon 
II berasal dari Gresik yang bekerja di Bondowoso. Pada saat saksi melihat 
regester KUA Kecamatan Bondowoso, saksi lupa siapa yang menjadi wali 
dan saksi-saksinya, saksi hanya mengetahui salah satu saksi perkawinan 
bernama Yudha Krisnawan yaitu mantan suami Termohon II. Selama 
menikah antara Termohon I dengan Termohon II tidak dikaruniai anak 
dan belum bercerai, tetapi Kepala KUA Kecamatan Bondowoso sudah 
mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan 
Termohon II. Setelah mengetahui perkawinan Termohon I dengan 
Termohon II, saksi datang kerumah Termohon II bersama 2 saudara dan 
mengecek ke KUA Kecamatan Bondowoso, kemudian Termohon II 
mengatakan ”mengapa datang kemari bersama-sama, waktu mau menikah 
tidak ada yang datang sama sekali, kalau sudah begini jadinya, semua 
keluarga Ediy datang kerumah saya”, sewaktu mengecek tentang saksi-
saksi di regester KUA Kecamatan Bondowoso, saksi tidak ingat semua, 

































saksi hanya mengingat salah satu saksi perkawinan mereka adalah Yudha 
yaitu mantan suami Termohon II. Setelah pertemuan dengan Termohon 
II, ada pertemuan lainnya yang membahas masalah perkawinan Termohon 
I dengan Termohon II, saksi beserta 2 orang saudaranya memenuhi 
pertemuan di Restoran Lestari dan membicarakan masalah perkawinan 
Termohon I dengan Termohon II. Hasil yang diperoleh dalam pertemuan 
tersebut adalah Termohon II berusaha mengancam Termohon I dan 
keluarga dengan meminta ganti rugi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- 
(satu milyar rupiah) uang sebagai tebusan penipuan yang dilakukan oleh 
Termohon I.  
Saksi 2, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Pemda 
Gresik, bertempat tinggal di Jalan Citarum No. 13 Kelurahan 
Randuagung, Kecamatan Kebonmas, Kabupaten Gresik, saksi tidak ada 
hubungan keluarga demgam Pemohon dan Kedua Termohon. Saksi baru 
kenal dengan Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon I sebagai kuasa dari 
Ediy Rofik yaitu adik kandung saksi dan saksi juga mengenal Termohon 
II. mengenal Termohon II bernama Nunus Putri Ferry Sedi sejak adik 
sakai sama-sama SMA karena Termohon II sering kerumah. Saksi 
mengetahui Termohon I dengan Termohon II menikah dari cerita istri sah 
Termohon I bernama Dewi Rosmayani. Saksi mengetahui perkawinan 
Termohon I dengan Termohon II tersebut setelah saksi mengecek 
kebenaran cerita istri sah Termohon I bernama Dewi Rosmayani setelah 
Lebaran sekitar bulan Oktober 2011, kemudian bulan Pebruari 2013 saksi 

































bersama 2 saudaranya datang ke KUA Kecamatan Bondowoso, ternyata 
benar dalam regester KUA Kecamatan Bondowoso telah terdaftar nama 
pasangan suami istri Termohon I dengan Termohon II. Termohon I 
menikah dengan Dewi Rosmayani secara sah pada tahun 2006 dan mereka 
sudah dikaruniai 1 orang anak dan selama menikah mereka tinggal 
bersama di Jakarta sampai sekarang Termohon I dan Dewi Rosmayani 
sama-sama bekerja di Jakarta. Setelah saksi mengetahui Termohon I 
dengan Termohon II menikah, saksi bersama 2 saudaranya menjelaskan 
dan menunjukkan buku nikah milik Termohon I dengan istri sah bernama 
Dewi Romayani kepada Kepala KUA Kecamatan Bondowoso dan 
mengatakan bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak 
sah, setelah saksi mengetahui mereka menikah dengan memalsukan status 
Termohon I, Termohon I hanya diam dan saksi melihat bahwa bukan 
watak Termohon I yang saksi lihat pada waktu itu karena Termohon I 
seperti orang linglung dan pikiran kosong, sedangkan Termohon II selalu 
menelpon/meneror kepada istri sah Termohon I bernama Dewi 
Rosmayani agar tidak mengganggu kehidupannya dengan Termohon I. 
Saksi tidak tahu berapa lama Termohon I dengan Termohon II dan 
manikah di Bondowoso, Termohon I hanya datang ke Bondowoso setiap 
2 bulan sekali karena tugas di Bali dan mampir di Bondowoso, namun 
singgahnya Termohon I dimanfaatkan oleh Termohon II untuk mau 
menikahinya. Saksi tidak tahu mengapa Termohon I mau diajak menikah 
dengan Termohon II di Bondowoso dan tidak memberitahukan kepada 

































keluarganya, saksi hanya melihat Termohon I hanya mau menuruti ajakan 
dan semua persyaratan menikah sudah diurus oleh Termohon II. Saksi 
lupa siapa yang menjadi wali dan saksinya, saksi hanya mengingat salah 
satu saksi perkawinan bernama Yudha Krisnawan yaitu mantan suami 
Termohon II, Sepengetahuan saksi selama menikah antara Termohon I 
dengan Termohon II tidak dikaruniai anak dan belum bercerai, tetapi 
Kepala KUA Kecamatan Bondowoso sudah mengajukan pembatalan 
perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Saksi mengetahui 
setiap harinya Termohon I berada di Jakarta karena pekerjaan, istri dan 
anak Termohon I juga berada di Jakarta, saksi mengatahui Temohon I 
datang 3 (tiga) kali ke Bondowoso, setelah saksi bertemu dengan 
Termohon II masih ada pertemuan lain yang membahas masalah 
perkawinan Termohon I dengan Termohon II, saksi dan 2 orang 
saudaranya memenuhi pertemuan di Restoran Lestari dan membicarakan 
masalah perkawinan Termohon I dengan Termohon II. Hasil yang 
diperoleh pertemuan tersebut adalah Termohon II berusaha mengancam 
Termohon I dan keluarga untuk melakukan tindakan hukum dan meminta 
ganti rugi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai 
tebusan penipuan yang dilakukan oleh Termohon I. 
Saksi 3, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS RSUD 
Gresik, bertempat tinggal di Jalan KH. Ali Irfan RT.01 RW.01 Banjarsari, 
Manyar, Gresik, saksi 3 tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon 
dan Termohon. Saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala KUA 

































Kecamatan Bondowoso dan Kuasa Hukum Termohon I sebagai kuasa dari 
Ediy Rofik yaitu adik kandung saksi dan saksi juga mengenal Termohon 
II, saksi sebelumnya tidak tahu Termohon I dan Termohon II menikah, 
saksi mengetahui pernikahan Termohon I dengan Termohon II setelah 
Lebaran sekitar bulan Oktober 2012 karena istri sah Termohon I bernama 
Dewi Rosmayani datang bersilaturrahmi di rumah orang tua saksi di 
Gresik, kemudian Dewi menceritakan bahwa Termohon I dan Termohon 
II sudah menikah di Bondowoso. Termohon I menikah dengan Dewi 
Rosmayani secara sah pada tahun 2006 dan mereka sudah dikaruniai 1 
orang anak dan selama menikah mereka tinggal bersama di Jakarta sampai 
sekarang Termohon I dan Dewi Rosmayani sama-sama bekerja di Jakarta, 
tindakan saksi dan keluarga ketika mengetahui Termohon I sudah 
menikah lagi di Bondowoso saksi tidak langsung bercerita kepada orang 
tua dan pada bulan Pebruari 2012 saksi bersama 2 saudaranya 
(Muhammad Nur dan Widiyatul Ilmiyah) datang dan mengecak 
kebenaran cerita dari Dewi Rosmayani yaitu datang ke KUA Kecamatan 
Bondowoso, ternyata nama Termohon I dan Termohon II ada di regester 
KUA Kecamatan Bondowoso dan mereka sudah menikah dan 
memperoleh buku nikah. Setelah saksi mengetahui Termohon I dengan 
Termohon II menikah, saksi menjelaskan dan menunjukkan buku nikah 
milik Termohon I dengan istri yang sah bernama Dewi Rosmayani kepada 
Kepala KUA Kecamatan Bondowoso dan mengatakan bahwa perkawinan 
Termohon I dengan Termohon II tidak sah, kemudian saksi datang 

































menemui Termohon II. Pada saat saksi bertemu dengan Termohon II di 
rumah Termohon II kemudian Termohon II mengatakan bahwa sewaktu 
pernikahan semua keluarga Termohon I tidak ada yang datang, setelah 
ada masalah baru semua keluarga Termohon I ikut campur, setelah saksi 
bertemu dengan Termohon II ada juga pertemuan lain yang membahas 
masalah permikahan Termohon I dengan Termohon II dan Termohon II 
menyuruh saksi dengan keluarga bertemu di Rumah Makan Lestari, 
kemudian Termohon II mengajak Kuasa Hukumnya dengan menekan 
bahwa Termohon I harus membayar ganti rugi uang sebesar Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Termohon I. Pada saat saksi 
melihat di dalam regester KUA saksi lupa yang menjadi wali dan 
saksinya, saksi hanya mengingat salah satu nama saksi perkawinan 
bernama Yudha Krisnawan yaitu mantan suami Termohon II, 
sepengetahuan saksi selama menikah antara Termohon I dengan 
Termohon II tidak dikaruniai anak dan belum bercerai, tetapi Kepala 
KUA Kecamatan Bondowoso sudah mengajukan pembatalan perkawinan 
antara Termohon I dengan Termohon II. Saksi mengetahui setelah 
Termohon I menikah dengan Dewi Rosmayani berada di Bogor kemudian 
pindah ke Jakarta sampai sekarang. Saksi mendesak Termohon I 
mengakui perbuatannya menikah lagi dengan Termohon II, saksi melihat 
Temohon I dengan pandangan kosong dan Termohon I mengatakan tidak 
akan hidup lagi dengan Termohon II. 
Saksi 4, umur 41  tahun, Agama Islam pekerjaan PNS Kemenag 

































Bondowoso, bertempat tinggal di Perum Kembang Permai Blok F 15, 
Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, saksi 4 
sebagai teman dekat termohon I. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 
sebagai Kepala KUA Kecamatan Bondowoso dan Kuasa Hukum 
Termohon I, sebagai Kuasa dari Ediy Rofik dan saksi tidak begitu 
mengenal Termohon II. Saksi mengenal Termohon I sudah lama karena 
saksi masih satu daerah (Gresik) dengan keluarga Termohon I, saksi 
mengetahui Termohon I sudah mempunyai istri bernama Dewi 
Rosmayani, yang saksi ketahui Termohon I menikah dengan Dewi 
Rosmayani secara sah pada tahun 2006 dan mereka telah dikaruniai 1 
orang anak dan selama menikah mereka tinggal bersama di Jakarta sampai 
sekarang Termohon I dan Dewi Romayani sama-sama tinggal di Jakarta. 
Saksi mengetahui Termohon I dengan Termohon II menikah sejak bulan 
Januari 2012 setelah saksi mengecek pada Regester KUA Kecamatan 
Bondowoso, ternyata nama Termohon I dan Termohon II ada di Regester 
KUA tersebut dan mereka sudah menikah dan memperoleh buku nikah. 
Setelah saksi mengetahui perkawinan Termohon I dengan Termohon II 
tersebut, saksi menjelaskan kepada Kepala KUA Kecamatan Bondowoso 
bahwa prrnikahan Termohon I dengan Termohon II adalah cacat hukum, 
maka perkawinan mereka harus dibatalkan, selanjutnya saksi memberi 
tahu keluarga Termohon I dengan menelponnya, tanggapan keluarga 
Termohon I setelah mendapat penjelasan dari saksi ada 3 orang saudara 
Termohon I datang ke Bondowoso pada bulan Pebruari 2012 dan 

































mengecek ke KUA kemudian menemui Termohon II. Lalu, Termohon II 
menyuruh saksi datang menemuhinya di Bank BNI Cabang Bondowoso, 
Termohon II menyuruh saksi jangan ikut campur masalah permikahan 
Termohon I dengan Termohon II. Saksi tidak tahu mengapa Termohon I 
memberi alamat di rumah saksi bukan di Jakarta, namun Termohon I 
sering kali ditugaskan ke daerah Bali dan Banyuwangi, kemudian 
Termohon I menelpon/SMS akan mampir ke Bondowoso dan dirumah 
saksi Termohon I singgah dan beristirahat. Saksi mengenal Termohon I 
dan keluarganya sejak tahun 1986 di Gresik, sampai sekarang saksi masih 
tetap berkomonikasi dengan keluarga Termohon I, setelah saksi 
mengecek regester di KUA Kecamatan Bondowoso saksi terkejut dan 
tidak percaya Termohon I menikah dengan Termohon II dengan status 
jejaka di wilayah Bondowoso, sementara istri Termohon I yang sah masih 
hidup harmonis dengan Termohon I di Jakarta. Saksi juga mengikuti 
pertemuan keluarga Termohon I dengan Termohon II beserta kuasanya, 
bahwa tempat pertemuannya adalah di Rumah Makan Lestari, sedangkan 
pembicaraan Termohon II beserta Kuasanya mengancam Termohon I dan 
Keluarga untuk melakukan tindakan hukum dan meminta ganti rugi 
berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai 
tebusan penipuan yang dilakukan oleh Termohon I. 
Pertimbangan hukum hakim PA Bondowoso No. 
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah melaksanakan perkawinan para 

































termohon pada tanggal  18 Desember 2011, dan oleh Pemohon telah 
dicatat pada Register Akta Nikah Nomor :  0583/007/XII/2011 tertanggal  
18 Desember 2011.  
Dalam hal ini kepala KUA Bondowoso tidak menyadari akan 
adanya pemalsuan identitas yang dilakukan suami dan juga kepala KUA 
tidak menyadari bahwa status suami yang sebenarnya sudah menikah 
namun dalam berkasnya yaitu dalam KTP suami berstatus jejaka. dalam 
pemeriksaan berkas perkawinan yang dilakukan oleh kepala KUA sesuai 
dengan pernikahan seperti halnya pernikahan umum yang lain. 
 Selanjutnya dalam pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat 
kekeliruan atau pemalsuan, yaitu:  Termohon I memalsukan 
status/identitas dimana dalam surat pengantar nikah tersebut berstatus 
Jejaka ternyata Termohon I adalah berstatus sudah menikah sah dengan 
wanita lain dan sudah dikaruniai seorang anak. Adapun kesimpulan hakim 
menentukan pasal tersebut dikarenakan terjadi penipuan dalam hal ini 
yang dilakukan para termohon terhadap Kepala KUA, dengan didasari 
perencanaan yang dimana dilakukan sebelum perkawinan, majlis hakim 
juga berijtihad dengan menentukan pasal 27 ayat (2) yang sebenarnya 
berkaitan dengan pasal 27 ayat (3) tetapi majlis hakim tidak memutus 
perkara dengan pasal 27 ayat (3). Dikarenakan dalam pasal 27 (3) yang 
menentukan tenggang waktu masih banyak penafsiran, namun dalam 
perkawinan yang dilakukan oleh para termohon memang sepatutnya harus 
dibatalkan karena dalam pernikahan para termohon mengandung unsur 

































penipuan dan kemadharatan.4 
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban 
Termohon I dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh para 
Pemohon  dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut, bahwa 
pemohon adalah kepala KUA Bondowoso, bahwa memang benar para 
termohon melakukan pernikahan sebagai suami istri pada tanggal  18 
Desember 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana tercatat dalam 
Regester Akta Nikah Nomor :  0583/007/XII/2011 tanggal  18 Desember  2011 
Bahwa oleh karena seluruh syarat perkawinan telah terpenuhi maka 
Pemohon sebagai PPN melangsungkan perkawinan para termohon sebagai 
suami istri setelah perkawinan dilangsungkan ternyata Termohon I yang 
disebut sebagai suami memalsu status/identitas dimana didalam surat 
pengantar nikah tersebut berstatus jejaka sebagaimana dalam bukti P.1 dan 
P.3, padahal suami berstatus sudah menikah sah dengan wanita lain yang 
dikuatkan oleh bukti Foto Copy Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Juli 2006 
Nomor : 400/01/VII/2006 yang di keluarkan dari KUA Kecamatan Cilacap 
Utara kab/Ko Cilacap Prov.Jawa Tengah tanggal 01 Juli 2006 sebagaimana 
dalam P.2. bahwa para termohon sebagai suami istri telah dengan sengaja 
menutup-nutupi status suami yang seharusnya berstatus sudah menikah, akan 
tetapi suami mengaku berstatus jejaka seperti yang tercantum dalam bukti P.1 
                                                          
4 Muh Rosyid, Wawancara ketua majlis hakim putusan No.0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw, Bangil, 08 
Mei 2018 

































dan P.3, sehingga perkawinan tersebut mengandung unsur penipuan terhadap 
keadaan diri suami. Pemohon merasa ditipu oleh para termohon, karena itu 
Majelis hakim menilai jika rumah tangga para termohon tetap di teruskan 
maka kemadharatan yang akan menimpa keduanya, oleh karena itu untuk 
menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan nikah 
merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada 
tetap dipertahankan perkawinan mereka. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, 
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup 
alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 27 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres nomor 
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan 
Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dapat 
dikabulkan. 
Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dan Termohon 
II dibatalkan, maka Akta Nikah Nomor: 0583/007/XII/2011 tanggal 18 
Desember 2011 yang diterbitkan oleh Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan 
Agama Bondowoso, harus dinyatakan tidak berlaku berlaku dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nikah Nomor: 0583/007/XII/2011 
tanggal 18 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Pemohon sebagai Kepala 
Kantor Urusan Agama Bondowoso dinyatakan tidak berlaku dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum, maka majelis Hakim menghukum Kepala 

































Kantor Urusan Agama Bondowoso untuk manarik Buku Kutipan Akta Nikah 
tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan tersebut dalam daftar yang 
disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. 

































ANALISA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN 
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw 
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PERNIKAHAN 
PALSU YANG DIRENCANAKAN 
 
A. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama 
Bondowoso Nomor 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw tentang Pembatalan 
Perkawinan karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan. 
Perkawinan memiliki arti dan tujuan yang sangat baik dan membentuk 
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Untuk melaksanakannya butuh kejujuran, kasih sayang, saling memahami dan 
ketulusan dari hati diantara kedua belah pihak di dalam perkawinan mereka. 
Dalam kehidupan rumah tangga tidak seutuhnya selalu berjalan mulus, 
tenang dan bahagia. Terkadang ada kesalah pahaman, bahkan situasi sulit 
dalam hal materi dan kesedihan dalam rumah tangga ataupun yang lainnya. 
Dalam pernikahan suatu pasangan dituntut untuk tidak saling merugikan, 
menipu satu sama lain demi kepentingan pribadi saja karena dalam keluarga 
jika ada sifat seperti itu maka akibatnya suami maupun istri tidak akan 
sanggup menjalani hidup bersama. Jika masih tetap dilanjutkan kehidupan 
bersama dengan sifat yang seperti itu maka akan terjadi banyak perselisihan 
bahkan tidak ada kata damai dan bahagia dalam bahtera rumah tangganya. 
Dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam 
memutuskan perkara ini adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

































Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk 
membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan. 
Seperti pada kasus pembatalan perkawinan dengan Nomor 
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw di dalam kasus tersebut Kepala KUA mengajukan 
gugatan ke PA Bondowoso, karena suaminya istri tersebut telah memalsukan 
status untuk melakukan pernikahan mereka. Selain itu di perkawinan kedua 
termohon ini tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam lingkup 
perkawinan poligami yang telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-
undang No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan PP No. 10 Th 1983 
tentang izin perkawinan dan Perceraian PNS. Dengan demikian pernikahan 
tersebut sudah patut untuk dibatalkan. 
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dalam bab III, bahwa 
pertimbangan hukum hakim PA Bondowoso No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw 
terhadap pembatalan perkawinan karena pernikahan palsu yang direncanakan 
adalah sebagai berikut: Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso 
Kabupaten Bondowoso, telah melaksanakan perkawinan Termohon I dengan 
Termohon II pada tanggal  18 Desember 2011, dan oleh Pemohon telah dicatat 
pada Register Akta Nikah Nomor :  0583/007/XII/2011 tertanggal  18 
Desember 2011. Selanjutnya dalam pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat 
kekeliruan atau pemalsuan, yaitu:  Termohon I memalsukan status/identitas 
dimana dalam surat pengantar nikah tersebut berstatus Jejaka ternyata 
Termohon I adalah berstatus sudah menikah sah dengan wanita lain dan sudah 

































dikaruniai seorang anak. Adapun kesimpulan hakim menentukan pasal 
tersebut dikarenakan terjadi penipuan dalam hal ini yang dilakukan Termohon 
I dan Termohon II terhadap Kepala KUA, dengan didasari perencanaan yang 
dimana dilakukan sebelum perkawinan, majlis hakim juga berijtihad dengan 
menentukan pasal 27 ayat (2) yang sebenarnya berkaitan dengan pasal 27 ayat 
(3) tetapi majlis hakim tidak memutus perkara dengan pasal 27 ayat (3). 
Dikarenakan dalam pasal 27 (3) yang menentukan tenggang waktu masih 
banyak penafsiran.1 
Dengan demikian perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II 
tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, seperti pertimbangan para Majelis Hakim 
yang berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk 
melakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres nomor 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk 
membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan. 
Adapun bunyi pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
yang menyebutkan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan 
terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.” 
                                                          
1 Moh. Rosyid, Wawancara Ketua Majelis Hakim Putusan No.0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw, Bangil, 
08 Mei 2018  

































Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Seorang suami atau isteri 
dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu 
berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 
suami atau diri isteri.2” 
Dengan dikabulkan pembatalan perkawinan maka, akta nikah dan 
kutipan akta nikah Nomor 0583/007/XII/2011 tertanggal  18 Desember 2011 
yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso 
Kabupaten Bondowoso dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Akan tetapi putusan pembatalan perkawinan menurut majelis hakim 
didasarkan pada fakta fakta hukum yang dimana telah terbukti bahwa seorang 
suami (Termohon I) telah melakukan penipuan yaitu status perkawinannya. 
Penipuan yang dimaksud adalah penipuan mengenai status dari salah satu 
pihak dengan sengaja. Dalam hal ini, suami (Termohon I) telah melakukan 
penipuan dengan segaja dimana Termohon I mengaku sebagai Jejaka yang 
terlampir dalam surat pengantar nikah, yang sesungguhnya bahwasanya 
Termohon I sudah mempunyai istri dan sudah di karuniai seorang anak. 
Pemohon baru mengetahui bahwa surat pengantar nikah yang digunakan oleh 
Termohon I untuk menikahi Termohon II di dapat dari KTP yang lama yang 
statusnya masih Jejaka dan sudah di perpanjang lagi. Sedangkan di KTP yang 
baru status Termohon I sudah berubah status menjadi Kawin.  
                                                          
2 Wacana Intelektual, Undang-Undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia  (Jakarta: WILPRESS, 2007), 193-194. 

































Selain itu, dalam mengambil keputusan Majelis Hakim berkesimpulan, 
bahwa Termohon I dan Termohon II melanggar aturan-aturan hukum yang 
wajib di penuhi apabila seorang laki-laki ingin beristri lebih dari satu 
hendaknya mengikuti prosedur yang telah ada, dengan meminta izin atasan 
terlebih dahulu dikarenakan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pengadilan 
agama terlebih dahulu, agar perkawinannya dianggap sah menurut hukum 
Islam dan hukum negara. Dalam hal menurut majlis hakim kepala KUA sangat 
dirugikan, karena mengelebahui kepala KUA dalam pendaftaran pernikahan 
dengan identitas palsu. 
Berdasarkan fakta fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka 
Majelis Hakim berpegang pada keterangan saksi dan penggugat, yang 
tujuannya untuk melindungi kepentingan pemohon/penggugat yang dalam hal 
ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah di tipu. Maka dari itu, 
Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon telah telah terbukti 
melanggar hukum sesuai pasal yang telah disebutkan, sehingga perkawinan 
antara Termohon I dan Termohon II patut dibatalkan. Dalam hukum acara 
perdata, pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah merupakan bukti 
yang sempurna dan merupakan alat bukti yang menentukan.3 
Dengan demikian, alasan-alasan yang diajukan telah diperkuat oleh akta 
nikah, bukti saksi dan berbagai pertimbangan yang ada. Maka Hakim dapat 
memutuskan pembatalan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II 
dengan alasan Pemohon merasa ditipu oleh Termohon I dan Termohon II, 
                                                          
3 M.Yahhya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet. 13 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 382. 

































karena itu Majelis hakim menilai jika rumah tangga Termohon I dan 
Termohon II tetap di teruskan maka kemadharatan yang akan menimpa 
keduanya, oleh karena itu untuk menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut 
melalui pembatalan nikah merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat 
bagi keduanya dari pada tetap dipertahankan perkawinan mereka. Maka 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup 
alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 27 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres nomor 
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Seorang suami atau isteri 
dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu 
berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau 
isteri. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan 
Termohon I dan Termohon II dan telah di putus dalam perkara ini oleh Hakim 
dianggap sudah tepat. 
B. Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS yang Diajukan Oleh 
Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu 
yang Direncanakan (Putusan Perkara No 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)  
Perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso ini 
adalah perbuatan penipuan dengan cara pemalsuan identitas yang dilakukan 
oleh Termohon I dan direncanakan oleh Termohon I dan Termohon II yang 
didalam penipuan ini didasari maksud dan tujuan tertentu untuk memperolah 
keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain.  

































Penipuan/pemalsuan dalam Hukum Islam disebut dengan gharar, gharar 
merupakan salah satu penyebab terjadinya fasad dimaknai sebagai perubahan 
sesuatu dari keadaan normal yang baik menjadi tidak normal(rusak), dan juga 
dimaknai batal. Sedangkan lebih luas lagi fasad diartikan sebagai segala 
sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan seperti kezaliman, fitnah, dan 
sebagainya. Oleh karena itu, akad merupakan unsur penting dalam suatu 
ikatan untuk menghindari ketidak jelasan dan memperjelas tujuan. Gharar 
merupakan salah satu unsur yang bisa merusak akad. Perkawinan yang 
dilaksanakan dengan pemalsuan sudah sepatutnya untuk dibatalkan.4 Dalam 
hukum pidana penipuan disebut juga dengan kejahatan. Penipuan masuk 
kedalam hukum pidana dalam pasal 378 KUHP.  
Dalam perkawinan telah diatur rukun dan syarat-syarat perkawinan 
dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 6-12 dalam undang-
undang tersebut dan juga dalam KHI pasal 14. Dalam  Undang-undang No.1 
tahun 1974 tentang perkawinan pasal 22 menyebutkan “Perkawinan dapat 
dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan 
perkawinan”. Dan dalam pasal 23 (c) yang dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan yaitu, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 
diputuskan.5 
Disebutkan juga dalam KHI Pasal 71 bahwasanya pernikahan bisa 
dibatalkan karena. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang 
                                                          
4http://ahmad-fauzii.blogspot.co.id/2013/01/gharar-ketidakpastian-dalam-asuransi.html?m=1 
diakses tanggal 23 Mei 2018. 
5 Wacana Intelektual, Undang-Undang Perkawinan..., 8. 

































suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, b. perempuan yang 
dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang 
mafqud, c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami 
lain, d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974, e. 
perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 
berhak, f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.6 
Dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Telah disebutkan 
dalam Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari 
seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri 
Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari 
Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi 
isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib 
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat (4) Permintaan izin sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. (5) Dalam surat 
permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan 
alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari 
seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.7 
Keabsahan perkawinan yang telah dilakukan sebelum pembatalan 
perkawinan, erat kaitannya dengan status/idententitas setelah pembatalan 
                                                          
6 Ibid., 193-194. 
7 http://fp.ub.ac.id/kepegawaian/wp-content/uploads/2012/06/PP-10-1983.pdf diakses pada 28 Mei 
2018. 

































perkawinan. Menurut Hakim Rosyid perkawinan tersebut tidak sah, karena 
pembatalan perkawinan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hukum 
materiil (Islam) dan formil (hukum positif). Yang dimana didasari dengan 
penipunan. Berdasarkan hal tersebut status suami maupun istri setelah 
pembatalan perkawinan adalah tetap seperti sebelum terjadi perkawinan, 
tanpa membedakan qobla ad-dukhul atau ba’da ad-dukhul, maupun batal demi 
hukum atau dapat dibatalkan. Hal ini dikarenakan dari kasus pembatalan 
terjadi para pihak telah lalai bahwa perkawinan tersebut telah menyalahi 
aturan materiil Islam dan hukum formil. Status antara suami atau istri setelah 
pembatalan perkawinan adalah tidak berubah dan masih sama sebelum 
terjadinya perkawinann. 
 Adapun yang dimaksud jelas disini juga terkait dengan status dan 
identitas saat melakukan pendaftaran perkawinan. Jika terjadi ketidak jelasan 
terhadap status salah satu calon pengantin, maka perkawinan tersebut tidak 
bisa dikatakan sah menurut hukum yang ada. Selain adanya syarat yang tidak 
terpenuhi, dan adanya prosedur poligami yang tidak dipatuhi oleh tergugat, 
majelis hakim juga melihat dari sisi kemud}aratannya, dengan tidak adanya 
keharmonisan lagi di dalam rumah tangganya, dan tidak adanya komunikasi 
yang baik antara suami isteri, maka perkawinan tersebut tidak mencapai 
maksud dari perkawinan itu sendiri. Keadaan ini terjadi setelah Pemohon 
mengetahui bahwa Termohon I masih beristri dan mempunyai anak, pemohon  
merasa ditipu sehingga dia sudah tidak mungkin lagi mempertahankan 
perkawinan para Termohon. Perkawinan para termohon telah menimbulkan 

































kemadlaratan bagi keduanya, antara pemohon dan termohon. Pemohon merasa 
sudah tidak mungkin meneruskan perkawinan para termohon yang telah 
dimulai dengan kebohongan dan penipuan, sehingga pemohon mengajukan 
gugatan pembatalan perkawinan. 
Dari keseluruhan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh 
majlis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor. 
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
Dasar pertimbangan hukum yang dijadikan Majlis Hakim dalam 
memutuskan perkara No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw menurut penulis kurang 
tepat namun majlis hakim sudah tepat dalam membatalkan perkawinan para 
Termohon, karena keadaan perkawinan para Termohon sudah tidak 
selayaknya perkawinan yang lain dan tidak tinggal serumah dalam 
perkawinannya, dan perkawinan para termohon tidak memenuhi prosedur 
perkawinan yang telah diatur dalam undang-undan dan peraturan yang 
berlaku. 




































Berdasarkan analisis yuridis pembatalan perkawinan PNS yang diajukan 
oleh Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena perkawinan 
palsu yang direncanakan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara 
tentang pembatalan perkawinan kurang tepat, dengan pasal 27 ayat (2) jo 
pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut hakim 
juga berijtihad dengan pasal tersebut, karena menurut Majelis Hakim 
pasal 27 ayat (2) juga bertentangan dengan pasal 27 ayat (3), tetapi dalam 
pasal 27 ayat (3) banyak penafsiran maka dari itu Majelis Hakim memutus 
perkara tidak menggunakan pasal 27 ayat (3). Namun di dalam 
perkawinannya juga banyak terkandung kemudharatan jika tidak 
dibatalkan, dan adanya unsur penipuan yang direncanakan dari awal 
sebelum adanya perkawinan tersebut yang dimana itu menyalahi undang 
undang yang ada, menurut penulis kurang tepat dalam memtus perkara. 
2. Analisis yuridis pembatalan perkawinan PNS yang diajukan oleh kepala 
KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena perkawinan palsu 
yang direncanakan. Telah melanggar Undang-undang No.1 tahun 1974 

































dalam pasal 6-12 dalam undang-undang tersebut dan juga dalam KHI 
pasal 14, dan juga Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin 
perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 4 dan 5. Dengan dasar 
putusan Majelis Hakim pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 
jo pasal 72 ayat (2) Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam penulis rasa putusan Majelis Hakim kurang tepat dalam perkara ini. 
Karena bisa menggunakan Pasal 22 UU No.1 Th 1974 karena dalam pasal 




Semoga saran dari penulis bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum 
di Indonesia dan pelaksanaan hukum dimasyarakat. 
1. Kepada Kepala KUA agar lebih berhati-hati menjalankan tugasnya dan 
memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan calon mempelai, 
terutama dalam hal identitas yang mana sangat mudah dpalsukan oleh 
pelaku yang bisa mengakibatkan merusak esensi perkawinan. Dan kepada 
majelis hakim yang menurut saya sudah tepat membatalkan perkawinan 
namun kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya.  
2. Kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menjadikan sebuah 
perkawinan sebagai suatu hal yang buruk dengan cara memalsukan 
identitas ataupun membuat perkawinan palsu dengan niat dan maksud 

































tertentu dan juga dari penelitian ini, diharapkan dapat sebagai masukan 
bagi para pemberi keadilan untuk memberikan putusan yang adil dan 
bijaksana kepada para pencari keadilan. 
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